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MOTTO 

 

 

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / 

diperbuatnya.” 

(Ali Bin Abi Thalib) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Departemen Agama Republik Indonesia 2011. Al Qur`an dan 

terjemahnya  

    Bandung : Diponegoro 
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RINGKASAN 

Prosedur Pemungutan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember; Nila Sari, 140903101020; 2017:  71 Halaman + xviii 

Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember. 

 Upaya  peningkatan kontribusi dana antara pembangunan daerah yang satu 

dengan pembangunan daerah yang lainya dilakukan dengan kondisi daerah yang 

bersangkutan. Kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah 

Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan 

keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan 

potensi daerah hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember 

Nomor  3 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Salah satunya penerimaan daerah 

adalah dari pajak parkir. Pajak parkir sendiri yang dikelola oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pajak parkir dikabupaten Jember diatur 

oleh Peraturan Daerah No.3 tahun 2011 tentang pajak daerah. 

 Prosedur Pemungutan Pajak Parkir dimulai dari WP mendaftarkan 

kewajiban pajaknya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan 

mengisi Blangko SPTPD yang telah tersedia, sehingga Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember dapat memberikan NPWPD terhadap WP. Lalu Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menetapkan nomor pengukuhan dan WP 

mendapatkan nomor pengukuhan. Selanjutnya berdasarkan SPTPD yang  

dilaporkan WP yang telah di data, ditetapkan sebagai Wajib Pajak Parkir dan 

diberikan nomor SKPD. WP lalu membayar di Bank Jatim dan Bank Jatim 

menerbitkan SSPD sebagai bukti pembayaran. 

 Permasalahan yang sering terjadi yang di alami oleh Badan Pendapatan 

Daerah dalam hal Pemungutan Pajak Parkir adalah banyaknya wajib pajak parkir 

yang belum melaksanakan kewajibannya padahal sudah jatuh tempo. Dalam 

pelaksanaannya berbagai kendala dan hambatan selalu muncul sehingga 

penagihan terhadap pajak parkir yang jatuh tempo ini belum optimal. Masih 

banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak tepat waktu. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian di Indonesia pada zaman ini mengalami 

kemajuan yang semakin pesat dan memiliki prospek  bagus dalam apapun, 

namun dengan adanya perkembangan itu kebutuhan masyarakat semakin hari 

semakin bertambah. Dengan adanya perkembangan dan perubahan itu 

masyarakat berupaya di dalam kegiatan perekonomian tersebut mendirikan 

suatu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dagang maupun 

industri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan untuk menjaga 

kelangsungan hidupnya ditengah-tengah perkembangan perekonomian pada 

era globalisasi. Dari berbagai perusahaan itulah sektor terkait di label hiburan, 

perhotelan, jasa parkir, penerangan, restoran, dan lain-lain. Pada era otonomi 

daerah saat ini, sektor tersebut tidak terlepas sebagai objek pajak karena pajak 

daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembiayaan 

pembangunan daerah. 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan 

pajak yang di tetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah 

tangga pemerintah tersebut. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi 

pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi serta 

sumberdaya daerahnya guna mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

besar melalui pajak daerah yang pelaksanaan pemungutanya di lakukan secara 

terpisah, untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pembiayaan 

pemerintah daerah secara optimal. Kegiatan jangka pendek yang paling mudah 

dan dapat segera di lakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap objek 

atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada, terutama melalui teknologi 

dan informasi.  

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan 

peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama 

melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan 

1 
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pembangunan nasional. Penerimaan kas Negara yang melemah berpengaruh 

pada perekonomian suatu Negara. Salah satu kas Negara melemah yaitu 

kurang profesionalnya SDM yang menanganinya dan kejujuran dalam 

melaporkan penerimaan dan pengeluaran Negara. Tanpa kas Negara bisa di 

katakan Negara tidak bisa melakukan pembangunan nasional. Padahal untuk 

mewujudkan kesejahteraan nasional, pembangunan nasional harus di lakukan 

secara bertahap dan terus menerus tanpa henti. Pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan (Kas) negara yang di gunakan untuk mendanai 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam mengusahakan pembangunan 

yang berkelanjutan.    

Kabupaten Jember juga banyak perusahaan yang sedang merintis dan 

berdiri untuk pengembangn system ekonomi masyarakat. Namun tentunya dari 

berbagai macam jenis perusahaan dagang dan jasa itu juga dikenakan biaya 

pajak yang akan mempengaruhi pendapatan di daerah khusunya di daerah 

Jember. Pengenaan pajak pada perusahaan ini akan di tangani oleh Dinas 

Pendapatan Daerah yang di bantu oleh Kantor Pelayanan Pajak. Namun, yang 

memberikan pengaruh besar terhadap pajak daerah adalah Badan Pendapatan 

Daerah khususnya yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Upaya  peningkatan kontribusi dana antara pembangunan daerah yang satu 

dengan pembangunan daerah yang lainya dilakukan dengan kondisi daerah 

yang bersangkutan. Kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu 

sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan 

Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, 

pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan 

memperhatikan potensi daerah hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Jember Nomor  3 Tahun 2011 tentang pajak daerah. 

Penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember ada beberapa macam Pajak, 

yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, 
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pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak 

atas tanah dan bangunan.  

Contoh penerimaan daerah adalah dari pajak parkir. Pajak parkir sendiri 

yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pajak parkir 

dikabupaten Jember diatur oleh Peraturan Daerah No.3 tahun 2011 tentang 

pajak daerah. 

Pajak parkir dalam konteks pajak daerah adalah pajak atas 

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyedian tempat penitipan kendaraan bermotor. Hal ini yang 

membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, 

karena hamper setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan 

tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di daerah 

perkotaan dari tahun ke tahun selalu bertambah. Mengingat betapa 

menjanjikannya bisnis parkiran ini, tak jarang mengakibatkan persaingan 

usaha tidak sehat diantara pengelola parkir, kebocoran retribusi parkir 

pemerintah daerah.  

Pajak parkir merupakan salah satu penyumbang dari Pendapatan Asli 

Daerah yang setiap tahunnya mampu menyumbangkan dana bagi daerah. 

Berikut ini adalah target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Jember 
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten  

Jember (P-APBD) Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 31 Desember 

2016 

NO JENIS PAJAK TARGET 

(RP) 

REALISASI 

(RP) 

 

          Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017 

 

Data tersebut dapat dilihat jumlah realisasi dari setiap pajak daerah yang di 

peroleh oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terutama pada 

Pajak Parkir yang masih sangat sedikit pendapatan pajaknya ketimbang pajak 

daerah yang lain, walaupun realisasi sudah mencapai target. 

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaaan Pendapatan Daerah Yang 

Berasal dari Pajak Parkir Kabupaten Jember Tahun 2103 s.d. Tahun 2016 

Tahun Target Realisasi % 

2013 81.000.000,00 98.005.490,00 120,99 

 

2014 200.000.000,00 

 

203.902.550,00 

 

101,95 

 

2015 200.000.000,00 433.044.964,00 

 

216,52 

 

2016 210.000.000,00 

 

501.252.460,00 

 

238,69 

 

 

1. Pajak Hotel 2.200.000.000 3.309.254.720 

2. Pajak Restoran 5.500.000.000 7.557.470.425 

3. Pajak Hiburan 1.000.000.000 929.201.239 

4. Pajak Raklame 4.750.000.000 5.408.722.902 

5. Pajak Parkir 450.000.000 501.252.460 

6. Pajak Air Tanah 500.000.000 619.539.180 
7. Pajak  mineral  bukan   logam 

dan batuan        1.400.000.000               996.957.458 
8. PBB-P2 49.900.000.000 33.754.396.738 

9. BPHTB 20.000.000.000 27.683.318.728 
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Data tersebut dapat dilihat jumlah realisasi dari setiap pajak daerah yang di 

peroleh oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terutama pada Pajak 

Parkir menyumbang pemasukan pada Pedapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat 

banyak. Pada jumlah realisasi yang di diperoleh pajak Parkir telah melebihi target 

yang di tentukan. Maka dapat di simpulkan pajak Parkir merupakan pajak yang 

produktif untuk menambah Pedapatan Asli Daerah (PAD) jika dapat dioptimalkan 

dengan baik.itu mengingat setiap tahun semakin banyak berdiri tempat usaha di 

Kota Jember.  

Permasalahan yang sering terjadi yang di alami oleh Badan Pendapatan 

Daerah dalam hal pemungutan Pajak Parkir adalah banyaknya wajib pajak parkir 

yang belum melaksanakan kewajibannya padahal sudah jatuh tempo. Dalam 

pelaksanaannya berbagai kendala dan hambatan selalu muncul sehingga 

penagihan terhadap pajak parkir yang jatuh tempo ini belum optimal. Masih 

banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak tepat waktu.  

Pajak parkir di harapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam 

pembiayaan pembangunan daerah. Sebagaimana di ketahui sebagai mana di 

ketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang 

mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia 

perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir untuk saat ini 

sangatlah di perlukan untuk keamanan kendaraan. Bukan hanya untuk menjaga 

keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat.  

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui untuk meningkatkan pendapatan 

asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, maka diperlukan pemungutan pajak 

yang Intens dalam pengelolaan pajak, misalnya pajak parkir bagian dari pajak 

daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis akan membahas laporan tugas 

akhir ini dengan judul “Prosedur Pemungutan Pajak Parkir Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin membahas rumusan 

masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Parkir Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan 

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu: 

a. Mengetahui  dan memahami secara langsung Prosedur Pengenaan Pajak 

Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

b. Memperoleh pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan Prosedur 

Pemungutan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember  

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

a. Memenuhi salah satu syarat untuk meyelesaikan studi pada program studi 

diploma III; 

b. Memperoleh Pengalaman Kerja yang tidak pernah di dapat ketika di 

bangku kuliah ; 

c. Sebagai sarana latihan kerja serta menerapkan ilmu yang diterima di 

bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

d. Melatih kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda 

antara teori dan praktek; 

e. Membantu pelaksanaan di bidang perpajakan pajak parkir pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; 

f. Menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas 

tentang Prosedur Pemungutan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember.  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Dasar – Dasar Perpajakan  

2.1.1 Definisi Pajak 

Definisi perpajakan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH “pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditujukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” 

(Mardiasmo, 2011:1). 

Ada pula para ahli yang mendefinikan pajak yang melihat dari sudut 

pandang fungsi budgeter dari pajak. Prof. Dr. P. J. A. Andriani mengemukakan 

pajak adalah iuran kepada negar (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2008:2). 

Dari definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri 

khas yang selalu melekat pada pengertian pajak sebagai berikut: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara; 

Yang berhak memungut pajak adalah negara baik 

pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada 

rakyatnya yang berupa uang (bukan barang). 

b. Berdasarkan peraturan; 

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa. 

 

7 
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c. Tanpa jasa timbal balik atau prestasi dari negara secara langsung dapat 

ditunjuk; 

d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum 

Yakni pajak digunakan untuk kepentingan negara guna memakmurkan 

masyarakatnya dalam penyelenggarakan pemerintahan. Jadi, diatas dapat 

disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang tanpa jasa timbal balik secara 

langsung untuk kepentingan bersama. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 

karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan digunakan 

untuk membiayai semua pengeluaran negara, salah satunya untuk pembangunan. 

Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai dua fungsi (Waluyo, 2008:6) 

yaitu: 

a. Fungsi anggaran (budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran- pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak 

dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

b. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

bidang sosial dan ekonomi.sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi 

terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pada barang mewah. 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


9 
 

 
 

2.1.3 Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:5) dalam bukunya pembagian pajak dibagi 

berdasarkan golongan, sifat, dan pemungutan, adalah sebagai berikut: 

a. Menurut golongan 

1. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebannya tidak dapat dilimpahkan 

pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Contoh: pajak penghasilan 

2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain. 

Contoh:Pajak pertambahan nilai. 

b. Menurut sifat 

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada  

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan 

keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan 

2. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan  pada objeknya, 

tanpa memerhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai 

dan pajak penjualan atas barang mewah. 

c. Menurut pemungut dan pengelolanya 

1. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai. 

2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


10 
 

 
 

Pajak daerah terdiri atas: 

a). Pajak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor 

a). Pajak kabupaten atau kota, contoh: pajak reklame, pajak hiburan 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dapat di bagi menjadi tiga (Waluyo, 2008:17) 

yaitu sebagai berikut: 

a. Official assesment system 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 

Ciri Official assesment system adalah sebagai berikut: 

1).Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus. 

2). Wajib pajak bersifat pasif. 

3). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

b. Self assesment system 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, 

tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 

c. Withholding system 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. 
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2.1.5 Tarif Pajak 

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak 

yang harus dibayar). Dari pengertian di atas, perhitungan pajak terutang 

menggunakan tarif pajak dan pemungutannya tidak terlepas dari keadilan. 

Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan. Besarnya tarif pajak dapat 

dinyatakan dalam prosentase. 

Menurut Mardiasmo (2011:9) dalam bukunya, tarif pajak dibagi menjadi 

4 macam, yaitu: 

a. Tarif sebanding/proposional 

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya 

nilai dikenai pajak. 

Contoh: penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan 

pajak pertambahan nilai sebesar 10%. 

 

b. Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh: besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai normal 

berapapun adalah Rp 3.000,00. 

c. Tarif progresif 

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 
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Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang 

pribadi dalam negeri 

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

 

d. Tarif degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

Contoh : Seperti Bea dan Cukai. Hal ini dimaksud untuk memicu supaya lebih 

meningkatkan perdagangan internasional (ekspor dan impor) 

2.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 perubahan Undang- 

Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daeran dan Pajak Retribusi dan 

perubahan terakhir Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa 

pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 
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2.2.2 Jenis Pajak Daerah 

Jenis Pajak berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang PDR 

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Air Permukaan; dan 

5) Pajak Rokok. 

b. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas: 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7) Pajak Parkir; 

8) Pajak Air Tanah; 

9) Pajak Sarang Burung Walet; 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
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2.2.3 Pengertian Retribusi Daerah 

 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009); 

a. Ciri-ciri retribusi daerah:  

1). Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah  

2). Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis  

3). Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk  

4). Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang mengunakan/ mengenyam 

jasa-jasa yang disiapkan negara.  

2.3 Pajak Parkir 

2.3.1 Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor. yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu 

kendaraan yg tidak bersifat sementara,pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada 

pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada pada Indonesia. 

Dalam pemungutan Pajak Parkir terdapat beberapa terminologi yang perlu 

diketahui: 

1. Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh 

orang pribadi atau badan,baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor yg memungut bayaran 
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2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai     

imbalan atas penyeraan barang dan jasa  

3. Pengusaha parkir adalah orang pribadi atau badan hokum yang 

menyelenggarakan usaha parkir tau jenis lainya pada gedung pelantaran milik 

pemerintah/swasta orang pribadi atau badan yang dijadikan tempat parkir 

4. Gedung parkir adalah tempat pakir kendaraan,tempat menyimpan kendaraan  

atau tempat memamerkan kendaraan yang berupa gedung milik 

pemerintah/swasta  

5. Peralatan parkir adalah peralatan milik pemerintah /swasta orang pribadi atau 

badan diluar badan jalan atau yang dikelola sebagai tempat parkir 

6.  Garasi adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai untuk menyimpan 

kendaraan bermotor yang dipungut biaya 

7.   Menyimpan,menaruh  kendaraan untuk jangka waktu 

8.   Kendaraan bemotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 

yang ada pada kendaraan dan dipergunakan untuk pengangkutan orang atau 

barang jalan. 

2.3.2  Dasar hukum Pemungutan Pajak Parkir 

Pemungutan Pajak parkir di Indonesia saat ini di dasarkan pada dasar 

hukum yang jelas dan kuat, dasar hukum pemungutan pajak parkir pada suatu 

kabupaten atau kota adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan     restribusi  

daerah 

2. Perbup Nomor 31 tahun 2011 tentang tatacara pemberian dan pemanfaatan 

insentif pemungutan pajak daerah dan restribusi daerah 
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3. Perda No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir 

4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak parkir  

5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak parkir sebagai aturan 

pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak parkir pada kabupaten/kota. 

2.3.3  Objek Pajak Parkir 

1. Objek pajak parkir  adalah penyelanggaraan adalah penyelenggaraan tempat 

parkir diluar badan jalan,klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang 

dikenakan pajak parkir adalah; 

a. gedung parkir  

b. peralatan parkir 

c. garasi kendaraan bernotor yang memungut bayaran dan; 

d. tempat penitipan kendaraan bermotor 

2.  Bukan objek pajak Parkir tidak semua penyelenggarakan parkir dikenakan 

pajak ada beberap pengecualian yang tidak termasuk objek pajak: 

a.  Penyelenggarakan tempat parkir oleh pemerintah pusat  dan pemerintah daerah  

b. Penyelenggarakan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk 

karyawan sendiri 

c. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsualat,perwakilan Negara asing,dan 

perwakilan lembaga-lembaga internasional. 

d. Penyelengaraan tempat parkir lainnya yang di atur dengan peraturan daerah, 

antara lain penyelenggaraan tempat parkir, tempat peribadatan dan sekolah. 
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2.3.4  Subjek pajak dan wajib pajak parkir 

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

parkir kendaraan  bermotor, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau 

badan yang menyelenggarakan tempat parkkir. Pajak parkir dibayar oleh 

pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran, pengusaha 

tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membaya 

pajak parkir yang terutang. Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan 

wajib pajak tidak sama.konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak 

yang membayar (menanggung) pajak sementara pengusaha yang menyediakan 

tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi 

kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen, dalam menjalankan 

kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang 

diperkenankan oleh undang undang dan peraturan daerah tentang pajak parkir . 

 

2.3.5  Dasar pengenaan, tarif, dan tata cara perhitungan pajak pakir 

1.  Dasar Pengenaan Pajak Parkir 

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang harus 

dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma Cuma yang diberikan 

kepada jasa parkir, dasar pengenaan pajak parkir dapat ditetapkan dengan 

peraturan daerah, dasar pengenaan pajak didasarkan pada klarifikasi tempat 

parkir, daya tamping dan frekuensi kendaraan bemotor. Setiap kendaraan 

bermotor. Setiap kendraan bermotor yang parkirpada tempat parkir diluar badan 

jalan akan dikenakan tarif parkir. 
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2. Tarif Pajak Parkir dan Cara perhitungan Pajak Parkir 

 Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota untuk menetapkan tariff pajak 

yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota 

diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda 

dengan kabupaten /kota lainnya asalkan tidak lebih dari 30%. 

- Tariff pajak parkir ditetapkan sebesar 20% 

- Untuk tariff pajak Cuma-Cuma sebesar 10% 

 

Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak parkir 

adalah sesuai dengan rumus berikut: 

Pajak Parkir = Dasar pengenaan pajak parkir x tariff 

 

2.3.6  Masa pajak, tahun pajak, saat terutang pajak dan wilayah pemungutan 

pajak parkir 

Pada pajak parkir, massa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 

sama dengan satu bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan 

keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan 

dihitung satu bulan penuh. Selain masa pajak dalam parkir juga ditentukan tahun 

pajak, yaitu jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali apabila wajib 

pajakmenggunakan taahun bukuyang tidak samadengan tahun takwin  

Pajak yang terutang merupakan pajak parkir yang harus dibayar oleh wajib 

pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut 

ketentuan peraturan daerah tentang pajak parkir yang ditetapkan oleh pemerintah 
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daerah kabupaten / kota setempat saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi 

pada saat pelayanan dan atau pembayaran ditempat parkir.  

Pajak parkir yang terutang dipungut di wilayah kabupaten / kota tempat 

penyelenggaraan parkir di luar badan jalan berlokasi. Hal ini terkait dengan 

kewenangan pemerintah kabupaten atau kota yang hanya terbatas atas setiap 

tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran yang berlokasi dan 

terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. 

2.3.7  Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan 

1. Pengukuhan Wajib Pajak 

Wajib pajak parkir wajib melaporkan usahanya  kepada Bupati/walikota, 

dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota dalam 

jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang 

ditentukan oleh Bupati atau walikota dimana pajak parkir dipungut. 

Apabila pengusaha penyelenggara tempat parkir tidak  mendaftarkan 

tempat usahanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kepala Dinas 

Pendapatan akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara 

jabatan yang tujuannya untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan 

bukan merupakan untuk penetapan besarnya pajak terutang. Sedangkan tata cara 

pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh bupati/walikota dengan 

surat keputusan. 

2. Pendaftaran dan Pendataan 

Pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang 

diperlukan (formulir pendaftaran dan pendataan) yang diserahkan pada wajib 

pajak guna pengisian formulir pendaftaran dengan jelas dan lengkap lalu 

diserahkan kepada petugas pajak. Dari formulir yang telah diisi oleh wajib pajak 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


20 
 

 
 

akan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang 

digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD. 

2.3.8  Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 

Wajib Pajak Parkir wajib melaporkan kepada bupati atau walikota, dalam 

praktik sehari-hari adalah Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota, 

tentang penghitungan, pemungutan, dan pembayaran Pajak Parkir yang terutang 

Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi 

SPTPD. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut 

dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang 

merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan 

penetapan pajak yang terutang. 

Bupati atau walikota atas permohonan wajib pajak dengan yang sah dan 

dapat diterima dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk 

jangka waktu tertentu, yang diatur dalam peraturan daerah. Wajib pajak yang 

tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan 

dalam Perda. 

2.3.9 Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketetapan Pajak. 

1. Cara pemungutan Pajak Parkir  

Pemungutan pajak parkir tidak dapat di borongkan. Yaitu seluruh proses 

kegiatan pemungutan pajak parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. 

Kemungkinan ada kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan 

pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah 

penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan 

penagihan pajak. 
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2. Penetapan Pajak Parkir. 

Setiap penyelenggara tempat parkir yang memungut bayaran yang menjadi 

wajib pajak, wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri 

pajak parkir yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Sistem pemungutan 

pajak parkir pada dasarnya ialah sistem self assessment, yaitu wajib pajak 

diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, 

dan melaporkan sendiri pajak terutang.  

Pada beberapa daerah penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya 

kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak 

yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati/Walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan 

dengan menerbitkan SKPD / dokumen lain yang dipersamakan. 

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan 

yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, Bupati/Walikota, atau 

pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan Pajak Parkir yang 

terutang dengan merbitkan surat SKPD. 

3. Ketetapan Pajak  

Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, 

Bupati/Walikota dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN . Surat 

ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan SPTPD yang disampaikan 

oleh wajib pajak, ketetapan pajak ini memberikan kepastian hukum apakah 

perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam 

SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah 

atau tidak. 

Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan pajak parkir dengan sistem 

Self assesment, penerbitan SKPDKB, dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan 

terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh bupati/walikota. 
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4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 

Bupati/walikota dapat menerbitkan STPD jika pajak parkir dalam tahun 

berjalan tidak atau kurang dibayar. STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak 

yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib 

pajak yang melaksanakan kewajiban pajakyang dipungut. 

Selain ketentuan diatas, bupati/walikota juga dapat menerbitkan STPD 

apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT 

tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Pajak yang 

tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk untuk jangka waktu paling 

lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. STPD harus dilunasi dalam 

jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan 

2.4 Prosedur Pemungutan Pajak Parkir 

2.4.1 Pengertian Prosedur 

Menurut Kamus Pelajaran, prosedur adalah tahap kegiatan untuk 

menyelesaikan suatu kegiatan (2003:523). Jadi Prosedur adalah serangkaian 

tugas- tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan dan proses, 

yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan 

yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedurbiasanya 

mengakibatkan sebuah perubahan. 

2.4.2 Pengertian Pemungutan 

Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek 

pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai 

kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 

serta pengawasan penyetornya.  
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2.4.3 Pengertian Pajak Parkir 

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu 

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. yang dimaksud 

dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yg tidak bersifat 

sementara,pengenaan pajak parkir tidak mutlakada pada seluruh daerah kabupaten 

atau kota yang ada pada Indonesia. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

3.1. Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan 

untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.md), khususnya di bidang perpajakan. 

Dengan adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa/mahasiswi di akhir 

semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau Magang apabila 

mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 sks dari jumlah total 114 sks yang 

harus diselesaikan. 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik 

Negara maupun perusahaan milik swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari 

instansi yang bersangkutan. Pelasanaan Praktek kerja nyata dilaksanakan untuk 

menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa/mahasiswi selama di 

bangku perkuliahan dalam dunia kerja di lingkuan perusahaan, terutama dibidang  

perpajakan. Dan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai dengan kurikulum 

dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan. 

Praktek Kerja Nyata yang akan dilaksanaakn penulis, melalui beberapa 

tahapan, antara lain : 

1. Pembekalan  

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan 

yang diberikan oleh pihak Fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek 

Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. 

Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek 

Kerja Nyata; 

 

24 
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2. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata 

diberi kesempatan untuk menetukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja 

Nyata yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-

syarat yang telah ditentukan. Dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survey 

ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan. 

3. Observasi  

Observasi di lokasi Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan sebelum 

memberikan proposal kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima, maka 

selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari 

Fakultas kepada Instansi; 

4. Surat Balasan  

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi telah 

menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak 

fakultas di bagian Prodi D3 Perpajakan. 

5. Melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada instansi atau perusahaan yang 

dimaksud. 

 

3.1.2  Tempat Prektek Kerja Nyata 

 Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember yang beralamat di Jalan Jawa No. 72 Jember. Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember merupakan lembaga pemerintahan yang menjadi unsur-unsur 

pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang 
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dalam pelaksanaannya Badan Pendapatan Daerah bertanggungjawab kepada 

bupati melalui Sekretaris Daerah. Penulis di tempatkan pada Bidang dua, yaitu 

Bidang Penetapan dan Verifikasi. (Bidang 2) 

Bertugas melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan Pajak 

Daerah / Retribusi Daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan atau 

lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Dinas.  

Terdiri dari dua seksi yaitu : 

1. Seksi Penetapan dan Legalisasi 

2. Seksi Verifikasi  

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal pelaksanaan PKN sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari 

tanggal 13 Febuari 2017 sampai dengan 14 Maret 2017. Adapun kegiatan Praktek 

Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember yaitu: 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata 

 

 Hari Jam Kerja (WIB)   

 Jam pagi Istirahat  Jam siang 

Senin - Kamis  07.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 15.00 

Jum’at 07.00 – 11.00 11.00 – 13.00 13.00 – 15.00 

Sabtu dan Minggu   Libur   
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  Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu 

dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan dengan metode interview 

atau dengan mengadakan komunikasi Tanya jawab langsung dengan pihak yang 

bersangkutan khususnya dalam menangani bidang retribusi. 

 

3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata 

Kegiatan rutin yang dilakukan selama PKN pada Dipenda Kabupaten 

Jember adalah apel pagi setiap hari senin. Sedangkan untuk hari jum’at diadakan 

kegiatan olahraga senam pagi. Adapun rincian kegiatan selama penulis berada di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.   

 

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Waktu 

Pelaksanaan  

Kegiatan Hasil Kegiatan 

Minggu ke-1, 

Senin,13 

Februari 2017 

Perkenalan diri pada pegawai 

Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 

Dapat mengenal pegawai 

dan limgkungan kerja serta 

aturan aturan yang 

berrlaku. 

Selasa, 14 

Februari 2017  

Mulai melakukan pembelajaran 

mengenai verifikasi dasar 

Belum bisa menyesuaikan 

dan masih kesulitan  

Rabu, 15 

Februari 2017 

Mulai melakukan pembelajaran  

mengenai verifikasi BPHTB 

Dapat memahami 

permasalahan yang di 

hadapi saat memverifikasi 

data. Seperti permasalahan 

Jual Beli, hibah, 

waris,APHB,lelang. 
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Kamis, 16 

Februari 2017 

1. Pembuatan data wajib pajak 

untuk keperluan permohonan izin 

pemasangan reklame. 

2. Pemilihan DHKP SPPT PBB 

yang baru selesai di cetak per 

kecamatan untuk selanjutnya di 

bendel di percetakan. 

1. Dapat memahami pajak 

yang ditangani di bidang 

pentetapan dan verifikasi 

pajak reklame. 

2. Mengetahui system kerja 

di bidang penetapan dan 

verifikasi tentang 

percetakan dan 

pendistribusian SPPT PBB 

yang nantinya akan tiba di 

kantor kecamatan dan jatuh 

ke tangan wajib pajak 

Jum’at 17 

Februari 2017 

Mulai melakukan pembelajaran  

mengenai verifikasi BPHTB 

Dapat memahami 

permasalahan yang di 

hadapi saat memverifikasi 

data. Seperti permasalahan 

Jual Beli, hibah, 

waris,APHB,lelang. 

Senin,20 

Februari 2017 

1. Mulai melakukan pembelajaran  

mengenai verifikasi BPHTB. 

2. Bertugas validasi BPHTB serta 

mengoreksi berkas yang telah di 

verifikasi setelah itu pemberian 

nomor urut berkas. 

1. Dapat memahami 

permasalahan yang di 

hadapi saat memverifikasi 

data. Seperti permasalahan 

Jual Beli, hibah, 

waris,APHB,lelang. 

2. Dapat mengetahui 

langkah-langkah berkas 

yang akan di validasi 
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sebelum di berikan kepada 

wajib pajak 

Selasa, 21 

Februari 2017 

Entry data Daftar wajib pajak 

parkir kabupaten Jember 

Mengetahui banyaknya WP 

PARKIR DI Kabupaten 

Jember 

Rabu, 22 

Februari 2017 

1. Perforasi Karcis Parkir 

2. Pembuatan data wajib pajak 

untuk keperluan permohonan izin 

pemasangan reklame. 

1. Untuk mengetahui 

bahwa karcis tersebut 

sudah disahkan oleh 

Bapenda. 

2. Dapat memahami pajak 

yang ditangani di bidang 

pentetapan dan verifikasi 

pajak reklame 

Kamis, 23 

Februari 

Perforasi Karcis Parkir Untuk mengetahui bahwa 

karcis tersebut sudah 

disahkan oleh Bapenda 

Jum’at 24 

Februari 2017 

Libur (dikarenakan izin ada acara 

di Banyuwangi). 

Libur. 

Senin, 27 

Februari 2017 

1.Bertanya tentang penghitungan 

Pajak Parkir kepada Bapak Yonie 

Restian. 

Dapat memahami tentang 

perhitungan pajak parkir 

Selasa, 28 

Februari 2017 

1. Mulai melakukan pembelajaran  

mengenai verifikasi BPHTB. 

2. Bertugas validasi BPHTB serta 

mengoreksi berkas yang telah di 

verifikasi setelah itu pemberian 

1. Dapat memahami 

permasalahan yang di 

hadapi saat memverifikasi 

data. Seperti permasalahan 

Jual Beli, hibah, 

waris,APHB,lelang. 
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nomor urut berkas. 2. Dapat mengetahui 

langkah-langkah berkas 

yang akan di validasi 

sebelum di berikan kepada 

wajib pajak. 

Rabu, 01 Maret 

2017 

Menerbitkan SKPD untuk Johar 

Plaza setelah di hitung berapa 

besarnya pajak terutang yang harus 

di bayarkan kepada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember 

Dapat mengetahui langkah 

– langkah perhitungan 

pajak terutang. 

Kamis, 02 

Maret 2017 

Perforasi Karcis Parkir Untuk mengetahui bahwa 

karcis tersebut sudah 

disahkan oleh Bapenda 

Jum’at, 03 

Maret 2017  

Menerbitkan SKPD untuk Golden 

Market setelah di hitung berapa 

besarnya pajak terutang yang harus 

di bayarkan kepada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember 

Dapat mengetahui langkah 

– langkah perhitungan 

pajak terutang. 

Senin, 06 Maret 

2017 

1. Mulai melakukan pembelajaran  

mengenai verifikasi BPHTB. 

2. Bertugas validasi BPHTB serta 

mengoreksi berkas yang telah di 

verifikasi setelah itu pemberian 

nomor urut berkas. 

1. Dapat memahami 

permasalahan yang di 

hadapi saat memverifikasi 

data. Seperti permasalahan 

Jual Beli, hibah, 

waris,APHB,lelang. 

2. Dapat mengetahui 
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langkah-langkah berkas 

yang akan di validasi 

sebelum di berikan kepada 

wajib pajak. 

Selasa, 07 

Maret 2017 

1. Mulai melakukan pembelajaran  

mengenai verifikasi BPHTB. 

2. Bertugas validasi BPHTB serta 

mengoreksi berkas yang telah di 

verifikasi setelah itu pemberian 

nomor urut berkas. 

3. Pembuatan data wajib pajak 

untuk keperluan permohonan izin 

pemasangan reklame. 

1. Dapat memahami 

permasalahan yang di 

hadapi saat memverifikasi 

data. Seperti permasalahan 

Jual Beli, hibah, 

waris,APHB,lelang. 

2. Dapat mengetahui 

langkah-langkah berkas 

yang akan di validasi 

sebelum di berikan kepada 

wajib pajak. 

3. Dapat memahami pajak 

yang ditangani di bidang 

pentetapan dan verifikasi 

pajak reklame 

Rabu, 08 Maret 

2017 

1. Mempelajari perundang-

undangan khususnya pajak parkir 

dan mencari data tentang gambaran 

umum Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

2. Mempelajari dan bertanya-tanya 

tentang pajak yang dieklola oleh 

Badan Pendapatan Daerah 

1. mengetahui dasar hukum 

pajak parkir 

2. memperoleh data tentang 

gambaran umum Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 
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Kabupaten Jember. 

Kamis, 09 

Maret 2017 

Perforasi Karcis Parkir Untuk mengetahui bahwa 

karcis tersebut sudah 

disahkan oleh Bapenda 

Jum’at, 10 

Maret 2017 

Meminta data-data yang 

diperlukan mengenai Pajak Parkir 

dan meminta penjelasan mengenai 

hal-hal yang kurang dimengerti 

tentang pajak parkir 

Mendapatkan semua yang 

diperlukan untuk membuat 

Laporan Tugas Akhir 

Senin, 13 Maret 

2017 

Meminta data-data yang 

diperlukan mengenai Pajak Parkir 

Mendapatkan semua yang 

diperlukan untuk membuat 

Laporan Tugas Akhir  

Selasa, 14 

Maret 207 

Berpamitan kepada KABID, 

KASI, Pegawai Bidang penetapan 

dan verifikasi pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember. 

Berpamitan dan 

mengucapkan terima kasih 

3.1.5 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata 

 Setelah melakukan PKN pada  Bapenda Kabupaten Jember, kegiatan 

selanjutnya yaitu: 

a. Memberikan nilai hasil PKN kepada bagian akademik untuk di 

entry, setelah itu meminta file untuk pengajuan dosen 

pembimbing; 

b. Menanyakan kepada dosen yang di tunjuk tentang kesanggupan 

untuk membibing mengerjakan Laporan PKN; 

c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan PKN ke akademik; 

dan 

d. Membuat laporan PKN. 
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3.2Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data  

 Jenis-jenis data menurut sumbernya, Data Primer : data primer 

adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi 

secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang 

bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi. Data Sekunder : data 

sekunder adalah data yang diperoleh/ dikumpulkan dan disatukan oleh studi-

studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya 

sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. 

Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan menurut 

sumbernya Penulis menggunakan Data primer karena data yang dikumpulkan 

oleh Penulis sendiri atau dirinya sendiri. Ini adalah data yang belum pernah 

dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu 

tertentu yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan salah satu kasie 

verifikasi yaitu Bapak Yhoni Restian. Pengumpulan data laporan menurut 

sumbernya Penulis juga menggunakan Data sekunder karena data yang 

dikumpulkan oleh orang lain, bukan Penulis itu sendiri. Data ini berasal dari 

penelitian lain yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Derah itu sendiri yaitu 

salah satu contohnya penulis meminta data tentang Target dan Realisasi 

Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten  Jember (P-APBD) Tahun 

Anggaran 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 pada Tabel 1.1 yang 

penulis ambil langsung dari bagian pendataan pada bidang 4 Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

 

3.2.2 Sumber data 

Penulis mendapatkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember pada Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2) lebih tepatnya 
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dengan Kasie Verifikasi yaitu Bapak Yhoni Restian dan pegawai khusus 

bagian Verifikasi SSPD Pajak Parkir yaitu Bapak Bambang Rusmiadi 

Penulis juga mendapatkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember pada Bidang Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang1) dan pada 

bidang Pelayanan untuk meminta data pengambilan berkas SSPD-Pajak 

Parkir yang sudah di verifikasi dan di validasi oleh tim di bidang penetapan 

danverifikasi. (tempat peletakan arsip berkas BPHTB). 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan 

menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan cara mengamati dan 

melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan kerja untuk mengethui 

langsung keadaan yang sebenarnya terjadi (riil di lapangan). Selain itu juga 

dilakukan interview atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang 

bersangkutan khususnya dalam permasalahan mengenai Pajak Parkir. Serta 

tidak lepas dari beberapa panduan yang berupa buku-buku Undang Undang 

Perpajakan Khususnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah serta 

Sumber-sumber lainnya 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari pengamatan dan hasil kegiatan PKN yang dilaksanakan 

penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa:  

a. Prosedur pemungutan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember yaitu pendaftaran, pengisian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang Pajak Daerah), penerbitan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang Pajak Daerah), pembayaran di Bank Jatim yang telah disediakan oleh 

Badan Pendapatan Daerah dan masuk ke kas daerah sebagai penerimaan kas 

Daerah. Masa pajak parkir adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan 

kalender. 

b. Permasalahan yang sering terjadi yang di alami oleh Badan Pendapatan Daerah 

dalam hal pemungutan Pajak Parkir adalah banyaknya wajib pajak parkir yang 

belum melaksanakan kewajibannya padahal sudah jatuh tempo. Dalam 

pelaksanaannya berbagai kendala dan hambatan selalu muncul sehingga 

penagihan terhadap pajak parkir yang jatuh tempo ini belum optimal. Masih 

banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak tepat waktu. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan 

kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember, penulis memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember sebagai berikut :  

1. Menertibkan Wajib Pajak terutama yang mempunyai badan usaha yang telah 

mempunyai izin berdiri usaha supaya membayarkan pajaknya sesuai ketentuan 

dan peraturan yang berlaku. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Balasan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 
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Lampiran 3. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 6. Form Bimbingan 
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Lampiran 7. Daftar Nilai 
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Lampiran 8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Kabupaten 

Jember 
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Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Magang 
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Lampiran 10.Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 
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Lampiran 11.  Peraturan Bupati Jember No.31 Tahun 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


62 
 

 
 

Lampiran 12. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


63 
 

 
 

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 Bagian Ketujuh 
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Lampiran 13. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember TahunAnggaran 2013 s/d Tanggal 31 Desember 2013 
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Lampiran 14. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember TahunAnggaran 2014 s/d Tanggal 31 Desember 2014 
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Lampiran 15. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember TahunAnggaran 2015 s/d Tanggal 31 Desember 2015 
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Lampiran 16. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember TahunAnggaran 2016 s/d Tanggal 31 Desember 2016 
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Lampiran 17.  SPTPD (Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah) Pajak 

Parkir Cuma - Cuma 
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Lampiran 18. SPTPD (Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah) Pajak Parkir 

tidak Cuma - Cuma 
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Lampiran 19.  Bukti Pembayaran Pajak Parkir Milik Koperasi Alamanda / RS 

Jember Klinik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

	bab 0 revisi fix
	TA NILA FIXED revisi

